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ABSTRACT 

Reforms agenda can be seen from the implementation of bureaucratic reform. Increased 

professionalism of civil state apparatus in this case is one program from 9 Program to 

Accelerate Reforms. Furthermore, one of the policies and plans of action are used in an 

increasing professionalization of civil state apparatus, namely the preparation of 

individual performance measurement through performance appraisals. 

This research uses the descriptive case study method. Based on the discussions that have 

been described, then we can conclude some important points as follows :1) The 

mechanism of  performance appraisal carried out in accordance with the regulations of 

National Staffing Agency Heads Number 1 in 2013 ; 2) Reforms Agenda can be seen from 

the bureaucracy reform first period 2010-2014 and the two-year period 2015-2019. 

Implementation of the reform of the bureaucracy in the period 2010 -2014 still leaves 

many challenges, namely a) the bureaucracy has yet clean and accountable, b) the 

bureaucracy that has not been effective and efficient, and c) public service still does not 

have the expected quality. 3) Improvement Program Professionalization of civil servants is 

one of the programs in 9 Program to Accelerate Reforms. One of the policies and plans of 

action are used in an increasing professionalization of the civil service that is 

measurement of individual performance through performance appraisal (which consisted 

of employee goals and work behavior). If the individual performance measurements 

carried out properly it will be an important pillar in the achievement of bureaucratic 

reform agenda in Indonesia.  

 

Keyword : performance, appraisal, reform, bureaucracy 

 

ABSTRAK 

Agenda reformasi dapat dilihat dari implementasi reformasi birokrasi. Meningkatnya 

profesionalisme aparatur negara sipil dalam hal ini adalah satu program dari 9 Program ke 

Percepatan Reformasi. Lebih jauh, salah satu kebijakan dan rencana aksi digunakan dalam 

peningkatan profesionalisasi aparatur negara sipil, yaitu persiapan pengukuran kinerja 

individu melalui penilaian kinerja. 

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus deskriptif. Berdasarkan pembahasan yang 

telah diuraikan, maka kita dapat menyimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut: 1) 

Mekanisme penilaian kinerja dilakukan sesuai dengan peraturan Kepala Badan 

Kepegawaian Nasional Nomor 1 Tahun 2013; 2) Agenda Reformasi dapat dilihat dari 
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reformasi birokrasi periode pertama 2010-2014 dan periode dua tahun 2015-2019. 

Implementasi reformasi birokrasi pada periode 2010 -2014 masih menyisakan banyak 

tantangan, yaitu a) birokrasi belum bersih dan akuntabel, b) birokrasi yang belum efektif 

dan efisien, dan c) pelayanan publik masih belum memiliki kualitas yang diharapkan. 3) 

Program Peningkatan Profesionalisasi pegawai negeri sipil adalah salah satu program 

dalam 9 Program untuk Mempercepat Reformasi. Salah satu kebijakan dan rencana aksi 

digunakan dalam peningkatan profesionalisasi layanan sipil yaitu pengukuran kinerja 

individu melalui penilaian kinerja (yang terdiri dari tujuan karyawan dan perilaku kerja). 

Jika pengukuran kinerja individu dilakukan dengan benar, itu akan menjadi pilar penting 

dalam pencapaian agenda reformasi birokrasi di Indonesia. 

 

Kata kunci: kinerja, penilaian, reformasi, birokrasi 

 

PENDAHULUAN 

 Organisasi merupakan sebuah sistem yang kompleks yang terdiri dari sub-sub 

sistem sehingga memerlukan manajemen yang baik dalam menjalankannya agar tercapai 

tujuan yang telah ditetapkan.  Manusia sebagai salah satu unsur manajemen memerlukan 

pengelolaan secara spesifik agar dapat tercapai apa yang diharapkan.  Di era 

perkembangan ilmu Manajemen  Sumberdaya  Manusia  (MSDM),  gerakan  terhadap  

pentingnya  unsur  manusia  
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Rumusan masalah yang akan dibahas berdasarkan latar belakang permasalahan 

tersebut  adalah 1) Bagaimana mekanisme penilaian Prestasi Kerja? 2) Bagaimana agenda 

Reformasi Birokrasi di Indonesia? 3) Bagaimana analisis Penilaian Prestasi Kerja sebagai 

salah satu cara dalam pencapaian agenda Reformasi Birokrasi di Indonesia? 

 

KAJIAN PUSTAKA 
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Tujuan Penilaian Prestasi Kerja dijelaskan Utomo dan Sugiarto (2004 :66-67) 

sebagai berikut ini.  Secara garis besar terdapat dua Tujuan Utama PPK, yaitu :  
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Sumber : Utomo dan Sugiarto (2004 : 69) 
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menyatakan bahwa “penelitian studi kasus dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu studi-studi 

kasus eksplanatoris, eksploratoris dan deskriptif’.  Pada penelitian ini termasuk dalam tipe 

deskriptif.  Lebih lanjut Gulo (2007 : 18) menjelaskan bahwa tipe penelitian ada 3 yaitu 

penelitian eksploratif, deskriptif dan eksplanatif.  Ada 3 pertanyaan dasar yang 

menentukan tipe penelitian secara empiris, yaitu (1) apa, (2) bagaimana, dan (3) mengapa.   

Menurut Gulo, (2007 : 19) tipe penelitian deskriptif ini didasarkan pada pertanyaan dasar 

yang kedua yaitu bagaimana.  Kita tidak puas bila hanya mengetahui masalahnya secara 

eksploratif, tetapi ingin mengetahui juga bagaimana peristiwa itu terjadi”. 
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Kemudian pada Paragraf 4, tentang  Penilaian Kinerja sebagaimana ditegaskan pada Pasal 

100, bahwa : 
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Gambar 3.  Mekanisme Penilaian Prestasi Kerja 
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Sumber : diolah dari Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013 
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Sumber : KemenPAN RB (2015 : 7) 
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seluruh   jajaran   instansi   pemerintah. Perbaikan   gaji   (remunerasi)   masih   

terkendala   dengan   sistem pembayaran pensiun yang masih bergantung penuh 

dengan APBN. 
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Sumber : Bappenas dalam KemenPAN dan RB  (2015 : 19-21) 

 

Analisis Penilaian Prestasi Kerja sebagai Salah Satu Pilar dalam Pencapaian 

Reformasi Birokrasi di Indonesia 

 Gerakan reformasi birokrasi yang dipelopori oleh mahasiswa pada tahun 1998 

bertujuan untuk memperbaiki keterpurukan akibat krisis ekonomi.  Oleh karena itu tahun 
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1998 menjadi tonggak sejarah penting bagi perkembangan reformasi birokrasi di 

Indonesia.  

Pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran yang besar dalam mendukung 

pelaksanaan pembangunan nasional.  Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) tahun 2004 sd 2009 dan 2010 sd 2014, pelaksanaan reformasi 

birokrasi menjadi prioritas nasional.  Dalam tulisan ini, pembahasan tentang penilaian 

prestasi kerja sebagai salah satu pilar dalam pencapaian reformasi birokrasi dapat 

dijelaskan dengan kerangka pikir sebagaimana Gambar 4 sebagai berikut. 

Gambar 4. Kerangka Pikir Analisis Penilaian Prestasi Kerja sebagai Salah Satu Pilar  

dalam Pencapaian Reformasi Birokrasi di Indonesia 

 

Diolah dari berbagai sumber 

  

Pembahasan dimulai dari permasalahan kinerja PNS yang belum profesional dalam 

menjalankan tugasnya. Kondisi birokrasi di era reformasi saat ini belum sepenuhnya 

menunjukkan perkembangan yang baik.  Hal ini misalnya ditunjukkan misalnya oleh 

penelitian tentang alasan peningkatan prestasi kerja yang dilakukan oleh aparatur, 

sebagaimana diungkapkan oleh Dwiyanto (2008 : 207).  Berikut dijelaskan pada Tabel 1 

data terkait alasan pegawai meningkatkan prestasi kinerja beserta peringkat dan persentase 
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rata-rata yang diambil dari tiga provinsi, yaitu Sumatera Barat, Daerah Istimewa 

Yogyakarta dan Sulawesi Selatan. 

 

 

Tabel 3.  Alasan Pegawai Meningkatkan Prestasi Kinerja 

Peringkat Alasan Pegawai Meningkatkan Kinerja 
Persentase 

Rata-Rata 

1 Kepuasan pribadi 48,00 

2 Promosi jabatan 14,63 

3 Pelayanan dan pengabdian pada masyarakat 11,20 

4 Peningkatan penghasilan 10,27 

5 Kewajiban terhadap tugas 6,70 

6 Penghargaan dari pimpinan 5,20 

7 Tuntutan masyarakat 2,43 

8 Terikat sumpah/janji sebagai PNS 1,57 

Total  100,00 

Sumber : Dwiyanto, dkk (2008 : 208) 

 Alasan pegawai meningkatkan prestasi kinerja sebagaimana ditunjukkan pada tabel 

3 bahwa yang menduduki peringkat pertama justru demi kepuasan pribadi (48%), disusul 

dalam rangka promosi jabatan (14,63). Berikutnya baru pelayanan dan pengabdian pada 

masyarakat yang persentasenya relatif kecil yaitu 11,20%.  Hal ini tentu menjadi 

pertimbangan tersendiri bahwa harus ada yang dilakukan dalam membenahi mindset dan 

kondisi ini. 

 Seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi maka  perkembangan kebijakan 

yang menjadi kerangka hukumnya mutlak diperlukan.  Sebagai agenda nasional, reformasi 

birokrasi menjadi bagian dari perencanaan nasional jangka panjang.  Hal ini dapat dilihat 

pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJMN 2005-2025.  Berikutnya 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang  Pokok-Pokok  Kepegawaian yang saat ini 

diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara.  Sebagai peraturan pelaksana, terkait reformasi birokrasi ini 

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 

Reformasi Birokrasi sebagai arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk periode 

2010-2025.  Berikutnya kebijakan ini diikuti oleh PermenPAN dan RB Nomor 20 tahun 

2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010-2014 yang menjadi acuan dalam 

penyusunan roadmap Kementerian dan Lembaga.  Sedangkan untuk pelaksanaan 
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reformasi birokrasi di daerah digunakan dua peraturan yaitu 1) PermenPAN dan RB 

Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan 

Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah dan 2) PermenPAN dan RB Nomor 37 

Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah 

Daerah.  Untuk mempercepat proses reformasi birokrasi di Indonesia, maka KemenPAN 

dan RB mengeluarkan 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi, sebagai berikut : 
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 Penggunaan internet di era digital ini sudah bukan merupakan barang baru di 

Indonesia.  Masyarakat dan pegawai sudah membutuhkan pelayanan dan fasilitas 

pelayanan yang lebih simpel dalam mencapai suatu tujuan.  Terkait pelaksanaan penilaian 

prestasi kerja ini di beberapa instansi pemerintah daerah sudah menerapkan penilaian 

prestasi kerja (khususnya sasaran kerja pegawai) berbasis website. Implementasi SKP 

menggunakan web ini memerlukan satuan tugas untuk mengawasi pelaksanaannya. 

Memang terdapat kesulitan pegawai pada awal implementasinya, karena pegawai belum 

terbiasa menggunakan aplikasi ini sehingga sosialisasi dan internalisasi serta monitoring 

dan evaluasi perlu dilakukan terus-menerus. 

 

Simpulan dan Saran 

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat kami simpulkan 

beberapa poin penting sebagai berikut :  

1. Mekanisme Penilaian Prestasi Kerja (PPK) dilaksanakan sesuai dengan Perka BKN 

Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 

46 Tahun 2011.  PPK dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan penetapan 

keputusan kebijakan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan dengan 
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bidang pekerjaan, bidang pengangkatan dan penempatan, bidang pengembangan, 

bidang penghargaan, serta bidang disiplin. 

2. Agenda Reformasi Birokrasi dapat dilihat dari pelaksanaan reformasi birokrasi 

periode pertama tahun 2010-2014 dan periode kedua tahun 2015-2019.  Pelaksanaan   

reformasi   birokrasi   pada   periode   2010 -2014   masih menyisakan  berbagai  

tantangan  yaitu a) birokrasi belum sepenuhnya bersih dan akuntabel, b) birokrasi 

yang belum efektif dan efisien, dan c) pelayanan publik masih belum memiliki 

kualitas yang diharapkan. 

3. Program Peningkatan Profesionalisasi PNS merupakan salah satu program dalam 9 

Program Percepatan Reformasi Birokrasi.  Salah satu kebijakan dan Rencana aksi 

yang digunakan dalam peningkatan profesionalisasi PNS yaitu Pengukuran Kinerja 

Individu melalui Penilaian Prestasi Kerja (yang terdiri dari sasaran kerja pegawai 

dan perilaku kerja).  Jika penilaian prestasi kerja dilaksanakan dengan baik maka 

akan menjadi salah satu pilar penting dalam tercapainya agenda reformasi birokrasi 

di Indonesia. 

 

 

 

Saran yang dapat diberikan berdasarkan pembahasan serta kesimpulan di atas adalah 

sebagai berikut :  

1. Sosialisasi dan implementasi Penilaian Prestasi Kerja khususnya pada Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) berbasis website akan mempermudah pegawai dan pimpinan untuk 

merecek apa yang sudah dan belum dikerjakan.  

2. Pengawasan oleh satuan tugas SKP akan dapat lebih menjamin pelaksanaan 

penilaian prestasi kerja. 

3. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SKP diharapkan dapat meningkatkan 

capaian agenda reformasi birokrasi di Indonesia. 
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